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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

B

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3966);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
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Menetapkan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor);

6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);

7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2022
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Tahun
2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya
disebut RKPD Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai pedoman dalam
penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2026 yaitu Dokumen Perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1
Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan periode ketiga Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2023-2026.

(3) RKPD Tahun 2026 memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, program pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya yang Dbersifat indikatif, baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(4) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan
pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor
pembangunan dan mewujudkan efisiensi alokasi sumber
daya dalam pembangunan daerah.

(5) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berfungsi sebagai :

a. pedoman di dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat
Daerah; dan




b. pedoman dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 mencakup perencanaan dan penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah serta
pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pasal 4

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

a. BABI :  PENDAHULUAN;

b. BABII :  GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

c. BABIII :  KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEUANGAN DAERAH;

d. BABIV :  PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH;

e. BABV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
DAERAH

f. BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH;

g. BABVII :  KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH; DAN

h. BAB VIII :  PENUTUP.

(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang perencanaan Daerah melakukan
penelaahan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah
mengenai kesesuaiannya dengan Rencana Kerja Perangkat
Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah serta tugas pokok
dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 6

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2026 adalah sebagai

berikut :

a. dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana
pembangunan, Kepala Perangkat Daerah melakukan
pemantauan;

b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang perencanaan Daerah menghimpun
dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan

dari masing-masing Perangkat Daerah;
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c. kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja
pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya; dan

d. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi
bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang berikutnya.

Pasal 7

RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 Agustus 2025

o BUPATEBANGGAI KEPULAUAN,$-

e

/

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 1 Agustus 2025

SURIPTO NURDIN

BERITA DERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025 NOMOR 29
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Pengantar

Syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Esa, karena hanya dengan perkenan dan pertolongan-
% % Nya maka dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
- b o . = 2026 Kabupaten Banggai Kepulauan dapat tersusun sebagaimana
xu?“ ' ‘ . | yang diharapkan. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7 ! : (RKPD) Tahun 2026 disusun sebagaimana amanat dari Peraturan
, - | Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 16 (1) b.
' = Adapun materi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari analisis gambaran umum kondisi daerah,
analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas riil keuangan daerah,
penelaahan Renja perangkat daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah,
penelaahan terhadap sasaran RPJMD, penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD,
penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional,
penelaahan aspirasi masyarakat, perumusan prioritas pembangunan daerah, serta
perumusan rencana kerja program dan pendanaan dengan memperhatikan saran
maupun masukan para pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik,
Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 ini juga telah
memperhatikan nomenklatur perencanaan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Intruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kabupaten Banggai Kepulauan ini merupakan pedoman
sekaligus acuan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026,
diharapkan dengan adanya pedoman kerja bagi Perangkat Daerah, pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat berjalan sesuai arah kebijakan
pembangunan yang telah ditetapkan. Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu
kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan dan semoga dokumen
ini bermanfaat bagi kita semua terkhusus bagi masyarakat Kabupaten Banggai
Kepulauan dalam menikmati hasil pembangunan yang akan dilaksanakan.

Akhir kata semoga upaya mulia kita dalam menata pembangunan daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan ke depan selalu mendapatkan bimbingan dan ridho Allah
SWT, sehingga membuahkan hasil yang berdaya guna dan memberikan keberkahan dan
kesejahteraan bagi Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

Bangkep Berkah
Kinatauan
Terima Kasih
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BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
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1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang
dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan
pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan
kebutuhan. Dokumen perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah,
terpadu dan berkelanjutan. Untuk menjamin sinergitas perencanaan, RKPD disusun
berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratis, politis serta top up dan bottom-up, dengan
berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban
menyusun perencanan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan
pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun,
Rencana Pembangunan Jangka Mennengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Secara umum Dokumen RKPD Tahun 2026 mempunyai nilai yang penting dan
strategis, antara lain :
1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, berupa program /kegiatan
Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
3. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD; dan
S. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, maka
RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan
rencana kerja serta kerangka pendanaan selama 1 (satu) tahun. RKPD tersebut disusun
dengan tahapan : penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan
Musrenbang yang dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai ke tingkat Kabupaten;
perumusan rancangan akhir; dan penetapan RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan proses sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPD.
a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun

RKPD;

b. Orientasi mengenai RKPD oleh Tim Penyusun RKPD;

c. Penyusunan agenda tim kerja penyusunan RKPD; dan

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD.

a. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
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Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;

Analisis kapasitas keuangan daerah;

Penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;

Penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah,;

Perumusan permasalahan pembangunan daerah;

Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;

. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dengan program strategis

nasional,
i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
j- Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
k. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

3. Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026. Penyusunan
Rancangan RKPD sebagai proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2026 berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah
yang telah disempurnakan dengan penyelarasan tema pembangunan, prioritas dan arah
kebijakan pembangunan baik Nasional, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
Banggai Kepulauan.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 Musrenbang
RKP sebagai forum pemangku kepentingan, dilaksanakan untuk membahas Rancangan
RKPD. Musrenbang RKPD di tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan
rangkaian proses perencanaan yang dimulai dari Pra Musrenbang di tingkat RT dan RW,
Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026.
Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 ini
sebagai proses penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Hasil
Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan. Rancangan Akhir RKPD
yang telah disempurnakan disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh
seluruh perangkat daerah..

6. Penetapan RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026.

Penetapan RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 dengan Peraturan Bupati
Kabupaten.

Penyusunan RKPD bertujuan untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat
Daerah dalam menyusun Renja- Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor
perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun
menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Pendekatan teknokratis
dilaksanakan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan
sasaran pembangunan, sedangkan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan
berbagai pemangku kepentingan.

Kedudukan dokumen RKPD sangat strategis dan terkait erat dengan dokumen
penganggaran daerah, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 17 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan
bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan
tercapainya tujuan bernegara. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga menyatakan bahwa RKPD menjadi
pedoman penyusunan RAPBD. RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Kebijakan
Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun
Anggaran 2026 untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2026.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 secara
sederhana dapat dibuat diagram pada Gambar 1.1 berikut:
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Gambar 1. 1

Diagram Proses Penyusunan RKPD 2026

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,
Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

S. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 5495);

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan melalui
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil,
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-5889 Tahun 2023 Tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 435);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 9)
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Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168).

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor ...... Tahun 2025 tentang RKPD Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2026, (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025
Nomor ....... )

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-
2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025
Nomor 4);

Hubungan Antar Dokumen RKPD
RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2026 memiliki hubungan erat dengan

beberapa dokumen perencanan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1.

RKPD dan RPJPD 2025-2045

RKPD Kabupaten Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 merupakan
pelaksanaan periode pertama RPJPD yakni periode 2025-2029. RKPD berisikan
prioritas program dan kegiatan berdasarkan Analisa sasaran pokok dan arah kebijakan
RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahap pertama.

RKPD dan RPJMD 2025-2029

RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 dengan keluarnya Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sudah merujuk pada dokumen RPJMD Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 yang berisikan arah kebijakan dan prioritas
pembangunan yang penyusunannya disesuaikan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi
Sulawesi Tengah, dan RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan.

RKPD dan Renja PD

RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan OPD yang berisikan program,
kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan
mengacu pada Renstra OPD.

RKPD dan APBD

RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa APBD telah
disusun berdasarkan RKPD.

RKPD dan RTRW

Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai rencana pola
ruang, rencana struktur ruang, dan rencana kawasan strategis Kabupaten Banggai
Kepulauan sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan
pemanfaatan ruang.

RKPD dan RPKD

Dalam penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), di mana program-program dalam RPKD
telah masuk ke dalam RKPD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam hal
penurunan angka kemiskinan.

RKPD dan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
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Dalam penyusunan RKPD telah memuat empat pilar pembangunan TPB, yang telah
masuk dalam program kegiatan di RKPD

8. RKPD dan SPM
Dalam penyusunan RKPD telah memuat indikator SPM ke dalam indikator program
dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana SPM.

9. RKPD dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi
Dalam proses perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban sebagai satu
siklus manajemen pembangunan, maka salah satu yang memiliki fungsi dan peran
cukup krusial adalah dokumen RKPD. RKPD merupakan penjabaran dari RPJPD dan
RPD serta memperhatikan dan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan
provinsi. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah (Renja
PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (Renstra
PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.

20 TAHUN 5 TAHUN 1 TAHUN
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Gambar 1. 2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten
Banggai Kepulauan

Selain berpedoman pada Dokumen Pusat dan Provinsi yang merupakan dokumen
wajib yang perlu diselaraskan, dokumen-dokumen sektoral juga menjadi salah satu sumber
informasi yang penting untuk digunakan sebagai bahan telaahan dalam menentukan
permasalahan dan isu strategis pembangunan yang selanjutnya menjadi salah satu dasar
penentuan prioritas dan sasaran pembangunan, rancangan kerangka ekonomi dan
kebijakan keuangan daerah serta penyelarasan program prioritas dan pagu indikatif.

1.4. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2026 dimaksudkan untuk :
1) Sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026

e
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dan menetapkan program prioritas untuk seluruh wurusan penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Daerah Tahun
2023-2026;

2) Sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta
penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026.

b. Tujuan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Banggai Kepulauan Tahun 2026 bertujuan untuk:

1) Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar
wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan
efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;

2) Mewujudkan akuntabilitas alokasi sumber daya publik untuk pembangunan daerah;

3) Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyempurnaan Renja-Perangkat
Daerah yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan
pada tahun 2026 berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan
Kabupaten Banggai Kepulauan;

4) Merencanakan dan memprediksi kebutuhan anggaran pada masing-masing Perangkat
Daerah dalam membiayai pelaksanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2026.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026
RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB1I PENDAHULUAN
Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar
substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini
mengemukakan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan
antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Memberikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah yang terdiri dari
aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan
umum, dan aspek daya saing daerah. Selanjutnya mengevaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasinya terhadap target RPJMD,
serta permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun
berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah,
sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan
dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja
daerah, dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan tahun
rencana. Prioritas pembangunan yang dirumuskan dalam Bab ini merupakan
prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pada perencanaan pembangunan
jangka menengah (RPD).

BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Memuat rencana program dan kegiatan daerah yang disusun dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun
2025 beserta pagu indikatif.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk
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memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi
Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB VII PENUTUP
Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan RKPD Kabupaten Banggai
Kepulauan tahun 2026.
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Gambaran Umum Daerah

2.1 Aspek Geografis dan Demografis

Analisis pada aspek geografi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai
karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah
terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi antara lain mencakup perubahan
penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam
waktu tertentu. Analisis dan pendeskripsian terhadap gambaran umum kondisi Kabupaten
Banggai Kepulauan dilakukan berdasarkan sejumlah data yang disajikan dalam bentuk data
time series dan cross section .

2.1.1 Kondisi Geografi

a. Letak dan Luas Wilayah  Administrasi

Kabupaten Banggai Kepulauan beribukota di Salakan, secara astronomis terletak
antara 1° 06' 30" - 1° 35' 58" Lintang Selatan dan 122° 37' 6,3" - 123° 40' 1,9" Bujur Timur.
Setelah pemekaran pada tahu 2013, Kabupaten Banggai Kepulauan secara administratif
memiliki batas- batas wilayah sebagai berikut:

Berbatasan dengan Laut Maluku

Berbatasan dengan Teluk Tolo

_ Berbatasan dengan Selat Peling

I Sebelah Utara ' Berbatasan dengan Selat Peling
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